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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan apa yang dihasilkan penelitian dan pembahasan yang telah 

diuarikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamtan maupun pemerintah 

Desa, maka ditarik kesimpulan: 

1. Evaluasi Kebijakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di  

Kecamatan Dungaliyo bahwa dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan 

dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dapat diliha dari 

aspek penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan 

rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksan rencan pembangunan. 

Namun yang menjadi perhatian yaitu masi kurang keterlebitan 

masyarakatan masyarakat terhdap penetapan rencana untuk prioritas 

pembangunan yang diusulkan dan masi kurangnya koordinasi antar 

lembaga terkait dan pengupdetan data terbaru terhadap masyarakat yang 

memang layak untuk menerimah/disentuh. 

2. Faktor-faktor penentu keberhasilan evluasi musyawarah rencana 

pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Dungaliyo meliputi efektivitas, 

kecakupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan belum dilaksanakan 

secara optimal seperti pelaksanaan pembangunan yang belum merata 

disetiap dusun, minimnya koordinasi antara lembaga dengan masyarakat 

untuk penentuan lokasi, program pembangunan yang belum menyentu 
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kepentingan masyarakat umum dan akan memicu timbulya faktor 

kecemburan sosial diantara kalangan masyarakat. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang ada peneliti ingin memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam penentukan sebuah keputusan 

dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan 

pembangunan. 

2. Lebih meningkatkan hubungan/Koordinasi antar lembaga pemerintah 

Kecamatan, Desa dan tim pelaksana kegiatan (TPK) kepada masyarakat 

sehingga tiba pada saat pelaksanaan kegiatan tidak terdapat hambatan atau 

kendala yang akan dihadapi. 

3. Lebih meningkatkan peran pemerintah desa sebagai roda pemerintah untuk 

lebih pendataa kembali atau pengupdetan data terbaru agar program 

pelaksanaan pembangunan memang benar-benar menyentu kepentingan 

masyarakat yang memang layak untuk menerima. 
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